


















 

KERTAS KERJA INDIKKATOR UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH 

NO IKU 

KRITERIA IKU 

URAIAN HASIL REVIU 
SPESIFIC MEASURABLE ACHIVABLE RELEVAN TIME BOUND 

1.  Persentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

Indikator ini digunakan 
untuk mengukur 
capaian perkara baik 
perkara perdata 
maupun perkara pidana 
yang diselesaikan 
dengan tepat waktu. 
Yang ukuran tepat 
waktunya berdasarkan 
aturan SEMA Nomor 2 
Tahun 2014 dimana 
disebutkan bahwa 
perkara pada 
pengadilan Tingkat 
pertama diselesaikan 
dalam jangka waktu 5 
bulan sejak perkara 
diterima untuk perkara 
pidana dan 5 bulan 
setelah mediasi gagal 
untuk perkara perdata 

 

Indikator ini 
diukur 
menggunakan 
pendekatan 
kuantitatif dengan 
membandingkan 
antara jumlah 
perkara yang 
diselesaikan tepat 
waktu dengan 
jumlah perkara 
yang diselesaikan 
berdasarkan data 
yang ada pada 
aplikasi SIPP 
untuk periode 
tahun berjalan 

Salah satu tujuan 
organisasi adalah 
terwujudnya 

kepercayaan publik 
terhadap layanan 
pengadilan. Untuk 
mewujudkan hal 
tersebut salah 
satunya adalah 
dengan 
menyelesaikan 
perkara tepat waktu. 
Sehingga terpenuhi 
hak dari para pihak. 

 
 

Indikator ini sesuai 
dengan sasaran dan 
tujuan yang ingin 
dicapai instansi   

Indikator ini diukur 
dengan mengunakan 
data dalam periode 1 
tahun  

 Dari hasil analisa 

secara garis besar 

Indikator Kinerja 

Utama telah 

memenuhi unsur 

SMART, namun 

terdapat 3 

indikator yang 

hasil 

pencapaiannya 

tidak dapat 

diprediksi seperti 

yaitu indikator 

upaya hukum 

banding, upaya 

hukum kasasi, 

dan indikator 

eksekusi. 

Sehingga belum 

memenuhi kriteria 

RELEVAN. 

 Masih terdapat 1 

target yang belum 

dapat dicapai pada 

tahun ini yaitu 

untuk indikator 

perkara prodeo 

yang diselesaikan 

sehingga kriteria 

ACHIVABLE 

masih belum 

terpenuhi 

 Terdapat 1 

indikator yang 

capaiannya 

melebihi 120% 

sehingga tidak 

2.  Persentase 
putusan yang 
menggunakan 
pendekatan 
keadilan retoratif 
 

Indikator ini 
dipergunakan untuk 
mengukur capaian 
putusan yang 
menggunakan 
pendekatan keadilan 
restoratif. 
Jumlah perkara yang 
diselesaikan dengan 
restoratif adalah perkara 
pidana yang 
diselesaikan dengan 
pendekatan restoratif 
dalam perkara Narkotika 
melalui penyelesaian 
non penal melalui 
rehabilitasi. 
Perkara yang diajukan 
untuk restoratif adalah 
jumlah perkara 
narkotika yang diajukan 

Indikator ini 
diukur 
menggunakan 
pendekatan 
kuantitatif dengan 
membandingkan 
antara jumlah 
perkara yang 
diselesaikan 
dengan restoratif 
dengan jumlah 
perkara yang 
diajukan untuk 
restoratif 
berdasarkan data 
yang ada pada 
aplikasi pelaporan 
dirjen badilum 
untuk periode 
tahun berjalan 
 

Penggunaan indikator 
ini adalah untuk 
melihat tercapai 
tidaknya salah satu 

tujuan organisasi 
yaitu terwujudnya 
kepercayaan publik 
terhadap layanan 
pengadilan 

Indikator ini sesuai 
dengan sasaran dan 
tujuan yang ingin 
dicapai instansi   

Indikator ini diukur 
dengan mengunakan 
data dalam periode 1 
tahun  



 

penyelesaian 
pendekatan Restoratif 
Justice. 

 

dapat disimpulkan 

hasilnya yaitu 

indikator putusan 

perkara perdata 

yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

sehingga tidak 

memenuhi kriteria 

ACHIVABLE 

karena 

capaiannya tidak 

realistis 

 Namun demikian 

hampir 

keseluruhan IKU 

telah memenuhi 

kriteria SMART 

dan akan 

dilakukan evaluasi 

kembali baik dari 

segi penetapan 

target, 

pengumpulan dan 

pengukuran data 

sehingga sasaran 

dan tujuan 

organisasi dapat 

dicapai dan pada 

akhirnya akan 

mewujudkan visi 

dan misi 

Mahkamah Agung.  

 

3.  Persentase perkara 

yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum banding 
 

Indikator ini 

dipergunakan untuk 
mengukur capaian 
perkara yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum banding di tahun 
berjalan. 

 

Indikator ini 

diukur 
menggunakan 
pendekatan 
kuantitatif dengan 
membandingkan 
antara jumlah 
perkara yang 
tidak mengajukan 
upaya hukum 
banding dengan 
jumlah perkara 
yang diselesaikan 
untuk periode 
tahun berjalan   
 

Penggunaan indikator 
ini adalah untuk 
melihat tercapai 
tidaknya salah satu 
tujuan organisasi 
yaitu terwujudnya 
kepercayaan publik 
terhadap layanan 
pengadilan 

Indikator ini dirasa 
kurang relevan 
digunakan untuk 
mengukur kinerja 
dikarenakan upaya 
hukum adalah hak dari 
pihak sehingga 
menjadi faktor yang 
tidak dapat 
dikendalikan oleh 

intansi 

 

Indikator ini diukur 
dengan mengunakan 
data dalam periode 1 
tahun  

4.  Persentase 
perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
kasasi 

Indikator ini 
dipergunakan untuk 
mengukur capaian 
perkara yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum kasasi di tahun 
berjalan. Perkara yang 

diselesaikan adalah 
perkara yang diputus 
dan diminutasi pada 
Peradilan Tingkat 
Pertama diantaranya 
perkara pidana yang 
diputus bebas murni, 
perkara niaga, sengketa 
pemilu, PHI, dan 
permohonan perkara 
perdata. 

 

Indikator ini 
diukur 
menggunakan 
pendekatan 
kuantitatif dengan 
membandingkan 
antara jumlah 

perkara yang 
tidak mengajukan 
upaya hukum 
kasasi dengan 
jumlah perkara 
khusus yang 
diselesaikan 
untuk periode 
tahun berjalan  
 

Penggunaan indikator 
ini adalah untuk 
melihat tercapai 
tidaknya salah satu 
tujuan organisasi 
yaitu terwujudnya 
kepercayaan publik 
terhadap layanan 
pengadilan 

Indikator ini dirasa 
kurang relevan 
digunakan untuk 
mengukur kinerja 
dikarenakan upaya 
hukum adalah hak dari 
pihak sehingga 
menjadi faktor yang 
tidak dapat 
dikendalikan oleh 
intansi 

 

Indikator ini diukur 
dengan mengunakan 
data dalam periode 1 
tahun  

5.  Persentase 
perkara anak 
yang diselesaikan 
dengan diversi 
 

Indikator ini 
dipergunakan untuk 
mengukur capaian 
perkara pidana anak 
yang diselesaikan 
dengan diversi. Perkara 
diversi yang dinyatakan 
berhasil adalah pidana 
anak di tahun berjalan 
yang diajukan secara 

Indikator ini 
diukur 
menggunakan 
pendekatan 
kuantitatif dengan 
membandingkan 
antara jumlah 
perkara diversi 
yang dinyatakan 
berhasil dengan 

Penggunaan indikator 
ini adalah untuk 
melihat tercapai 
tidaknya salah satu 
tujuan organisasi 
yaitu terwujudnya 
kepercayaan publik 
terhadap layanan 
pengadilan 

Indikator ini sesuai 
dengan sasaran dan 
tujuan yang ingin 
dicapai instansi 

Indikator ini diukur 
dengan mengunakan 
data dalam periode 1 
tahun  



 

diversi dan dinyatakan 
berhasil melalui 
penetapan diversi 
berhasil. 

 

jumlah perkara 
diversi dalam 
tahun berjalan 
 

6.  Indeks persepsi 
masyarakat 
pencari keadilan 
yang puas 
terhadap layanan 
peradilan 

Indikator ini 
dipergunakan untuk 
mengukur tingkat 
kepuasan pencari 
keadilan terhadap 

layanan pengadilan. 

Indikator ini 
menggambarkan mutu 
kinerja pelayanan 
Pengadilan Negeri yang 
diperoleh dari hasil 
survey yang dilakukan 
oleh Kepaniteraan 
berdasarkan 
PERMENPAN Nomor 14 
Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Survey Kepuasan 
Masyarakat Unit 
Penyelenggara. Variabel 
pengukurannya adalah: 
persyaratan pelayanan, 
prosedur pelayanan, 
waktu pelayanan, 
biaya/tarif pelayanan, 
produk spesifikasi jenis 

layanan, kompetensi 
pelaksana, perilaku 
pelaksana, penanganan 
pengaduan, dan sarana 
dan prasarana. 

 

Karena indikator 
ini menggunakan 
pendekatan 
kuantitatif 
melalui Aplikasi Si 
Super yang bisa 
diakses oleh 
masyarakat 
melalui website 
pengadilan dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu (PTSP), atau 
http://esurvey.b
adilum  
mahkamahagung
.go.id maka 
indikator ini 
dapat diukur 
untuk dapat 
ditentukan 
periode kapan 
dapat dicapai. 

Penggunaan indikator 
ini adalah untuk 
melihat tercapai 
tidaknya salah satu 
tujuan organisasi 
yaitu terwujudnya 
kepercayaan publik 
terhadap layanan 
pengadilan 

Indikator ini sesuai 
dengan sasaran dan 
tujuan yang ingin 
dicapai instansi   

Indikator ini diukur 
dengan mengunakan 
data dalam periode 1 
tahun 

7.  Persentase 
salinan putusan 
yang disampaikan 
ke para pihak 
tepat waktu 

SEMA Nomor 01 Tahun 
2011 tentang Perubahan 
SEMA 02 Tahun 2010 

tentang Penyampaian 
Salinan dan Petikan 
Putusan, mengatur 
batas waktu 
penyampaian Salinan 
putusan dan petikan 
putusan di Pengadilan. 

Oleh karena itu, 
indikator ini disebut 

Indikator ini 
menggunakan 
pendekatan  
kuantitatif dengan 
membandingkan 
jumlah salinan 
putusan yang 
diminutasi dan 
dikirim tepat 
waktu dengan 
jumlah putusan 
keseluruhan yang  

Penggunaan indikator 
ini adalah untuk 
melihat tercapai 
tidaknya salah satu 
tujuan organisasi 
yaitu terwujudnya 
dukungan pelaksaaan 
tugas  

Indikator ini sesuai 
dengan sasaran dan 
tujuan yang ingin 
dicapai instansi   

Indikator ini diukur 
dengan mengunakan 
data dalam periode 1 

tahun  



 

spesifik karena diatur 
khusus untuk output di 
pengadilan. 
 

diminutasi atau 
dikirim. 
 

8.  Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui mediasi 
 

Indikator ini 
dipergunakan untuk 
mengukur capaian 
perkara yang 
diselesaikan melalui 
mediasi. Perkara mediasi 
adalah perkara gugatan 
yang masuk dan 
terdaftar pada tahun 
berjalan. Jumlah 
perkara yang dimediasi 
dan dinyatakan mediasi 
berhasil yang dibuktikan 
dengan akta perdamaian 
(putusan perdamaian). 
Mediasi yang tidak dapat 
dilaksanakan yang telah 
dinyatakan secara 
tertulis oleh mediator 
kepada Hakim 
Pemeriksa Perkara 
dianggap sebagai 
mediasi berhasil. 

 

Indikator ini 
menggunakan 
pendekatan  
kuantitatif dengan 
membandingkan 
jumlah perkara 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui mediasi 
berhasil dengan 
jumlah perkara 
yang dilakukan 
mediasi. 

 

Penggunaan 
indikator ini adalah 
untuk melihat 
tercapai tidaknya 
salah satu tujuan 
organisasi yaitu 
terwujudnya 
kepercayaan publik 
terhadap layanan 
pengadilan 

Indikator ini sesuai 
dengan sasaran dan 
tujuan yang ingin 
dicapai instansi   

Indikator ini diukur 
dengan mengunakan 
data dalam periode 1 
tahun  

9.  Persentase 
perkara prodeo 
yang diselesaikan 

Indikator ini 
dipergunakan untuk 
mengukur capaian 
perkara prodeo yang 
diselesaikan. Pedoman 
pemberian layanan 
hukum bagi masyarakat 
tidak mampu di 
Pengadilan diatur dalam 
PERMA Nomor 1 Tahun 
2014. 

 

Indikator ini 
menggunakan 
pendekatan  
kuantitatif dengan 
membandingkan 
jumlah perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 
dengan jumlah 
perkara yang 
diajukan secara 
prodeo 

 

Penggunaan indikator 
ini adalah untuk 
melihat tercapai 
tidaknya salah satu 

tujuan organisasi 
yaitu terwujudnya 
kepercayaan publik 
terhadap layanan 
pengadilan 

 

Indikator ini sesuai 
dengan sasaran dan 
tujuan yang ingin 
dicapai instansi   

 

10.  Persentase 
perkara yang 
diselesaikan di 
luar Gedung 
Pengadilan 
 

Indikator ini 
dipergunakan untuk 
mengukur capaian 
perkara yang 
diselesaikan di luar 
Gedung Pengadilan, 
seperti zettingplaatz, 
sidang keliling dan 

Indikator ini 
menggunakan 
pendekatan  
kuantitatif dengan 
membandingkan 
jumlah perkara 
yang diselesaikan 
di luar Gedung 

Penggunaan indikator 
ini adalah untuk 
melihat tercapai 
tidaknya salah satu 
tujuan organisasi 
yaitu terwujudnya 
kepercayaan publik 

Indikator ini sesuai 
dengan sasaran dan 
tujuan yang ingin 
dicapai instansi   

Indikator ini diukur 
dengan mengunakan 
data dalam periode 1 
tahun  



 

sidang-sidang yang 
dilakukan di luar 
Gedung Pengadilan 
lainnya. 

 

Pengadilan 
dengan jumlah 
perkara yang 
diajukan 
diselesaikan di 
luar Gedung 
Pengadilan 

 

terhadap layanan 
pengadilan 
 

11.  Persentase 
pencari keadilan 
golongan tertentu 
yang mendapat 
layanan bantuan 
hukum 
(posbakum) 
 

Indikator ini 
dipergunakan untuk 
mengukur capaian 
pemberian layanan 
bantuan hukum 
terhadap kelompok 
orang tidak mampu 
secara ekonomi dan 
tidak memiliki akses 
pada informasi 
konsultasi hukum yang 
memerlukan layanan 
hukum yang terdaftar 
pada register posbakum.  

 

Indikator ini 
menggunakan 
pendekatan  
kuantitatif dengan 
membandingkan 
jumlah pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang 
mendapat 
layanan bantuan 
hukum 
(posbakum)  
jumlah 
permohonan 
layanan hukum. 

 

Penggunaan indikator 
ini adalah untuk 
melihat tercapai 
tidaknya salah satu 
tujuan organisasi 
yaitu terwujudnya 
kepercayaan publik 
terhadap layanan 
pengadilan 

Indikator ini sesuai 
dengan sasaran dan 
tujuan yang ingin 
dicapai instansi   

Indikator ini diukur 
dengan mengunakan 
data dalam periode 1 
tahun  

12.  Persentase 
putusan perkara 
perdata yang 

ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

Indikator ini 
dipergunakan untuk 
mengukur capaian 

perkara perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) pada tahun 
berjalan. Perkara yang 
ditindaklanjuti adalah 
permohonan eksekusi 
yang telah inkrah dan 
ditindaklanjuti dengan 
aamaning, sita eksekusi, 
lelang dan pengosongan. 

 

Indikator ini 
menggunakan 
pendekatan  

kuantitatif dengan 
membandingkan 
jumlah eksekusi 
yang telah selesai 
dilaksanakan 
dengan jumlah 
permohonan 
eksekusi 

Penggunaan indikator 
ini adalah untuk 
melihat tercapai 
tidaknya salah satu 
tujuan organisasi 
yaitu terwujudnya 
kepercayaan publik 
terhadap layanan 

pengadilan 

Indikator ini sesuai 
dengan sasaran dan 
tujuan yang ingin 
dicapai instansi, 
namun formula 
pengukurannya 
yang menetapkan 
perkara eksekusi 

yang dieksekusi 
adalah perkara yang 
dimohonkan di 
tahun berjalan 
menjadikan target 
yang ditetapkan 
tidak tercapai 
optimal. Perkara 
eksekusi adalah 
perkara yang 
melalui tahapan-
tahapan dalam 
proses 
pelaksanaannya 
sehingga seringkali 
perkara tersebut 
dimohonkan di 

Indikator ini diukur 
dengan mengunakan 
data dalam periode 1 
tahun  



 

tahun berjalan 
namun baru dapat 
dieksekusi di tahun 
berikutnya. 

 

 

  

Ditetapkan di : Banda Aceh 
Pada Tanggal : 2 Januari 2025 
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA 
 
 
 
 
Dr. TEUKU SYARAFI, S.H.,M.H. 
NIP. 197601071997031005 
 



 

 
 
  
 
 
 
 
 
  







































































MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH 

 PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH 
Jalan Cut Meut ia No.23 Kota Banda Aceh,  Aceh, 23125  

Telp. 0651-22141, 33230, Fax. 0651-7358039 

www.pn-bandaaceh.go.id, it.pnbandaaceh@gmail.com   

   
  Di -  

  Banda Aceh 
 
 

 

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 

4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian 

Dokumen SAKIP, dengan ini saya mengharapkan Bapak/Ibu untuk dapat 

hadir pada:  

  

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya, diucapkan terima 

kasih. 

 

 
 
 
 
 
 
 

: -  
Hal   : Undangan Rapat 
  
Yth  :  
1. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh  
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh 
3. Sekretaris Pengadilan Negeri Banda Aceh 
4. Para Panitera Muda Pengadilan Negeri Banda Aceh 
5. Para Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Banda Aceh 
6. Anggota Tim Penyusun IKU   

 
Nomor    : 65/PAN.PN.W1-U1/OT1.2/I/2025      Banda Aceh, 2 Januari 2025  
Sifat  : Penting        
Lampiran 

   

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Januari 2025 

Pukul  : 11.00 WIB s.d selesai 

Acara  : Persiapan Reviu IKU 

Tempat            : Ruang Aula 
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